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Gambar 1.3
Hubungan Fungsi SOTK Dengan Kinerja
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Hubungan tata kerja (/nternal cross cutting) sebagai berikut :
1. Bidang Pajak — Bidang P2PATDA Kolaborasi

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah (P2PATDA)
dengan Bidang Pajak, dimana Bidang P2PATDA menggali potensi
melalui analisa pengembangan terhadap sumber — sumber dan inovasi
dalam pajak daerah, sementara Bidang Pajak membuat kebijakan di
sektor pajak antara lain insentif fiskal daerah, kebijakan equivalen dan

opsen PKB serta opsen BBN-KB

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah (P2PATDA)
dengan Bidang Pendapatan Lain Lain, dimana Bidang P2PATDA
menggali potensi melalui analisa pengembangan terhadap sumber —
sumber dan inovasi dalam retribusi daerah, sementara Bidang Retribusi
membuat kebijakan di sektor retribusi antara lain kemudahan dan

transparansi dalam pengelolaan retribusi.
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2. Bidang Pajak — Bidang Wasbin Kolaborasi

Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Wasbin) melakukan pengawasan,
pengendalian intern, pemeriksaan terhadap pemungutan pajak daerah
sehingga mengurangi risiko atas kesalahan dan berakibat menimbulkan

kerugian daerah dalam pengelolaan pajak daerah.
3. Bidang Pajak — UPTB Puslia Kolaborasi

UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi (Puslia) menjalankan kebijakan di
sektor pajak daerah (Bidang Pajak) dalam penggunaan Sistem Informasi
Manajemen di Bidang Pajak, antara lain Sistem Pembayaran Pajak
melalui e Dempo, SOS, e signal, SIAPO, e PAP, e PAB, Sistem
Pembayaran Pajak melalui e commerce (Tokopedia, Bli Bli.com,

Indomaret dan Alfamart).
4. Bidang Wasbin — UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kolaborasi

Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Wasbin) melakukan pemeriksaan
dan pengawasan secara intensif atau secara berkala kepada UPTB
Pengelolaan Pendapatan Daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam

perhitungan dan penetapan pajak daerah.
5. Dan lain lain Bentuk Kolaborasi Antar Unit Kerja

Sekretariat sebagai koordinator, melakukan internal cross cutting
terhadap semua Bidang/UPTB untuk pemenuhan Kompetensi Sumber
Daya Manusia (SDM), kebutuhan anggaran serta kebutuhan sumber
daya lainnya dalam meningkatkan kinerja tujuan dan sasaran sasaran

strategis Perangkat Daerah.
Hubungan tata kerja (eksternal cross cutting) sebagai berikut:

Kelompok sasaran layanan yang menjadi mitra Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain kelompok sasaran wajib pajak
kendaraan, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Dukungan stakeholder
yang menjadi mitra Bapenda sangat diperlukan sebagai upaya untuk

mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain:
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negera Republik Indonesia menjadi mitra Bapenda dalam hal

register nomor kendaraan bermotor.

% LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026 BabI- 13



B. Jasa Raharja

Penggunaan sebagian dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan (SWDKLL]) dari wajib pajak dapat digunakan sebagai
bentuk corporate social responsibility untuk kegiatan memberikan

pelayanan di samsat.
C. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penggunaan data terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) akan sangat memudahkan bagi petugas samsat untuk melihat

data tunggakan pajak kendaraan, pajak progresif dan lain sebagainya.
D. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan sebagai mitra Bapenda dapat berkontribusi
terhadap penyediaan data kendaraan sebagaimana diatur dalam Kode
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 49431) untuk jenis
angkutan barang umum dengan rekomendasi TNKB Umum serta
penggunaan kendaraan dengan nomor kendaraan di luar Provinsi
Sumatera Selatan lebih dari 90 hari beroperasional di Sumatera Selatan

dapat dilakukan mutasi masuk ke Provinsi Sumatera Selatan.
E. OPD Pemangku Retribusi

Beberapa OPD yang secara kewenangannya sebagaimana amanat
Undang — undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang -
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara
lain : Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Bappeda, Pertanian TPH,
Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Energi
Sumber Daya Mineral, Perkebunan, Perdagangan, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kesehatan, Pendidikan, PU Bina Marga dan Tata Ruang,
Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, BPSDM, Badan Penelitian

dan Pengembangan serta BPKAD.

Sebagai OPD yang mengelola pendapatan daerah, Bapenda mendorong
OPD pemangku retribusi untuk berinovasi menggali sumber — sumber

retribusi yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
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F. BUMN/BUMD/BUMS

Keberadaan BUMN/BUMD/BUMS sebagai pihak yang bermitra dengan
Bapenda memberikan kontribusi dalam penerimaan pendapatan daerah
dari sisi penerimaan pajak air permukaan serta penyertaan modal bagi

BUMD Provinsi Sumatera Selatan.
G. Perbankan

Pihak perbankan dalam hal ini Bank Sumsel Babel sebagai mitra

Bapenda dalam hal akuntabilitas penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun Lalu

Aspek tindaklanjut rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) tahun lalu yang merupakan implementasi atas

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu:

1. Telah mengadakan workshop atau forum diskusi rutin untuk
menjelaskan visi, misi dan target kinerja organisasi serta
menyelenggarakan forum evaluasi kinerja secara berkala untuk
meninjau capaian serta hambatan setiap unit, guna meningkatkan rasa

memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap hasil kinerja;

2. Telah membuat rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat
menggambarkan langkah-langkah operasional sesuai dengan semua

sasaran strategis yang ada di dalam Renstra Perangkat Daerah;

3. Telah melaksanakan pengukuran hasil capaian kinerja masing-masing
pegawai agar menjadi dasar dalam penyesuaian

(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;

4. Telah melakukan telaaha pengukuran kinerja agar mempengaruhi

penyesuaian (refocusing) organisasi;

5. Telah melaksanakan pengukuran atas realisasi capaian kinerja atas

indikator kinerja;

6. Telah membuat jadwalkan pembahasan laporan kinerja sebagai agenda
tetap dalam rapat pimpinan yang tidak hanya membahas realisasi
penyerapan anggaran, tetapi juga membahas capaian atas rencana

kerja masing-masing indikator kinerja;
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